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ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL
FISHING DI WILAYAH HUKUM PERAIRAN SUMATERA SELATAN

FIRZIA DWISQA RAMADHANIE

Illegal fishing merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang perikanan
yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara serta berdampak negatif
terhadap kelestarian sumber daya laut. Wilayah perairan Sumatera Selatan yang
memiliki potensi sumber daya perikanan cukup besar juga tidak terlepas dari
berbagai praktik penangkapan ikan secara ilegal, seperti penggunaan bahan
peledak, alat tangkap terlarang, serta penggunaan surat izin penangkapan ikan
palsu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Sumatera Selatan
serta untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam
menanggulangi tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh
melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara terhadap aparat Direktorat
Polisi Perairan dan Udara Polda Sumatera Selatan serta melalui studi kepustakaan
yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing
dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan laporan, penyelidikan,
penangkapan, penyitaan barang bukti, serta proses penyidikan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
Selain itu, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Polairud tidak hanya
bersifat represif melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga bersifat preventif
melalui kegiatan patroli rutin di wilayah perairan, pemeriksaan dokumen
perizinan kapal dan alat tangkap, serta penyuluban kepada masyarakat nelayan
mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Dengan adanya
upaya penegakan hukum yang konsisten serta kerja sama antara aparat penegak
hukum dan masyarakat, diharapkan praktik illegal fishing di wilayah perairan
Sumatera Selatan dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Illegal Fishing, Polairud, Perairan Sumatera
Selatan, Tindak Pidana Perikanan.
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ABSTRACT

Law enforcement against perpetrators of illegal fishing crimes in the waters of

: Sé‘ui‘k: Sumatra
FIRZIA DWISQA RAMADHANIE

lllegal fishing is one of the criminal acts in the fisheries sector that causes
significant losses to the state and negatively affects the sustainability of marine
resources. The waters of South Sumatra, which possess considerable fisheries
potential, are also vulnerable to various illegal fishing practices such as the use
of explosives, prohibited fishing gear, and the use of falsified fishing permits. This
study aims to determine how law enforcement is carried out against perpetrators
of illegal fishing in the waters of South Sumatra and to analyze the efforts made
by law enforcement authorities to overcome such crimes. The research method
used in this study is empirical legal research with a qualitative descriptive
approach. Data were obtained through field research by conducting interviews
with officers of the Water and Air Police Directorate of the South Sumatra
Regional Police and through library research related to laws, regulations, and
relevant legal literature. The results of the study indicate that law enforcement
against illegal fishing perpetrators is carried out through several stages,
including receiving reports, investigation, arrest, confiscation of evidence, and
further investigation in accordance with Law Number 31 of 2004 concerning
Fisheries as amended by Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries. In
addition, the countermeasures taken by the Water and Air Police are not only
repressive through legal enforcement actions but also preventive through routine
patrols in water areas, inspection of vessel permits and fishing gear, and
providing education and counseling to fishermen about the importance of
maintaining sustainable fisheries resources. Through consistent law enforcement
efforts and cooperation between law enforcement agencies and the community, it
is expected that illégal fishing practices in the waters of South Sumatra can be
minimized.

Keywords: Law Enforcement, lllegal Fishing, Water Police, South Sumatra
Waters, Fisheries Crime.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki
wilayah perairan yang mendominasi luas totalnya sehingga kekayaan sumber daya
lautnya pun sangat besar. Total luas lautnya sekitar 3,25 juta kilometer persegi
dengan garis pantai membentang lebih dari 81.000 kilometer. Kondisi geografis
ini menjadikan Indonesia salah satu pemilik kekayaan laut dan potensi perikanan
terbesar di dunia. Di Sumatera Selatan, pengawasan dan pengamanan seluruh
perairan sungai besar beserta anak-anak sungainya,terutama Sungai Musi, Sungai
Baung, dan Sungai Lalan, serta pengamanan pesisir timur provinsi ini menjadi
tanggung jawab Polairud Polda Sumatera Selatan.*

Besarnya potensi sumber daya perairan tersebut idealnya mampu
mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal dan
bergantung pada wilayah perairan sebagai sumber penghidupan, mengingat
sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai nelayan. Namun kenyataannya,
potensi itu belum dikelola secara optimal oleh sebagian masyarakat, sehingga
muncul praktik penangkapan ikan yang menyimpang dari ketentuan yang

berlaku,suatu perbuatan yang lazim disebut illegal fishing.?

! Muhammad Rafi Darajati and Muhammad Syafei, Strategi Pemberantasan Praktik
Penangkapan  kan Secara llegal Di Wilayah Laut Indonesia, Jurnal Hukum lus Quia lustum 30,
Vol.30,No. 1 (2023) him.1.

2 Muh. Rasman Manafi,. et al, ., Pendidikan Laut, | llmu Pendidikan, vol. 7, 2020. Jakarta,
Maret 2021 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investas



Illegal fishing bukan sekadar pelanggaran hukum yang merugikan negara
secara ekonomi, melainkan juga membawa dampak buruk bagi keberlangsungan
ekosistem laut serta kedaulatan negara. Kerugian negara akibat praktik ini
diperkirakan mencapai miliaran hingga triliunan rupiah setiap tahunnya, belum
lagi kerusakan terumbu karang, penyusutan stok ikan, dan menurunnya

pendapatan nelayan tradisional yang turut menjadi akibatnya.’

penegakan hukum atas praktik illegal fishing memegang peran krusial
untuk menjaga kelestarian sumber daya laut Indonesia dari eksploitasi yang
merugikan dan bersifat merusak. Salah satu instrumen penegakannya adalah
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Regulasi ini menegaskan bahwa
setiap orang maupun badan hukum yang menangkap hasil laut tanpa izin resmi
dari otoritas pengelola perikanan Indonesia dapat dijatuhi sanksi pidana berupa
penjara hingga 6 (enam) tahun dan denda hingga Rp20 miliar, tergantung berat-
ringannya pelanggaran. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan
seperti perampasan hasil tangkapan, penyitaan atau pemusnahan kapal, dan
pencabutan izin usaha,semuanya dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera,

melindungi sumber daya perikanan, dan menjaga kedaulatan negara.*

Pemerintah juga membentuk beberapa lembaga yang berwenang

mengawasi dan menindak pelanggaran di wilayah laut. Kementerian Kelautan dan

® Wuri Handoyo et al., Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku lllegal Fishing Di
Perairan Natuna Kepulauan Riau Di Dunia . Karimah Tauhid 3, no. 3 (2024): 3564-82.

*Y D Putra, Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara
Illegal (lllegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, him 3 Jurnal Mahasiswa
Fakultas Hukum, 2015, 24.



Perikanan (KKP) bertugas menjaga dan mengamankan laut serta menegakkan
hukum pelayaran dan perlindungan lingkungan laut; TNI Angkatan Laut menjaga
kedaulatan dan pertahanan negara di laut sekaligus melaksanakan operasi militer
laut; sementara Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) menjaga keamanan,
ketertiban, dan menegakkan hukum atas tindak pidana di wilayah perairan. Dalam
konteks daerah, penegakan hukum terhadap illegal fishing di perairan Sumatera
Selatan memiliki tantangan tersendiri, mengingat provinsi ini memiliki wilayah
pesisir luas yang sekaligus menjadi jalur perdagangan dan pusat aktivitas

perikanan masyarakat.”

Kondisi geografis perairan Sumatera Selatan yang dipenuhi banyak sungai
dan muara membuat pengawasan sulit dilakukan secara efektif. Celah inilah yang
kerap dimanfaatkan pelaku untuk mengeksploitasi sumber daya ikan secara ilegal,
misalnya lewat penggunaan bom ikan, bahan beracun, maupun jaring trawl.
Sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polairud Sumatera
Selatan memegang peran penting dalam menegakkan hukum di wilayah perairan
tersebut.’

Patroli, pengawasan, penindakan, dan penyidikan atas tindak pidana yang
sering terjadi di perairan Indonesia termasuk illegal fishing merupakan tugas
utama Polairud. Dalam kasus illegal fishing, Polairud bertanggung jawab

menjalankan penyelidikan dan penyidikan awal terhadap pelaku serta

> Zulfitri Al Azhar et al., kewenangan hukum aparat kepolisian pada proses penegakan illegal
fishing him 6 n.d.,vol 177-93,305.1.
® Irma Yuliana and Fitriyana, “Implementasi Kebijakan Pelarangan Penggunaan Alat
Tangkap Trawl Di Kecamatan Talisayan Kebupaten Berau,” hlm 2 SEMAH : Jurnal Pengelolaan
Sumberdaya Perairan 7, no. 2 (2023): 160-68.



mengamankan barang bukti dan kapal yang digunakan. Meski demikian,
pelaksanaan tugas ini kerap menghadapi kendala, seperti terbatasnya sarana dan
prasarana patroli, kurangnya sumber daya manusia, dan tumpang tindih
kewenangan dengan instansi lain yang juga berperan dalam pengawasan perairan.
Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut kerap
menjadi penghambat utama dalam penegakan hukum di laut.”

Faktor ekonomi masyarakat nelayan juga menjadi salah satu penyebab
maraknya penangkapan ikan tanpa izin. Banyak nelayan tradisional menggunakan
alat tangkap terlarang karena keterbatasan modal dan minimnya pemahaman
tentang bahaya alat tersebut terhadap ekosistem laut, sehingga pada akhirnya
justru merugikan mereka sendiri.®

Upaya hukum dalam menindak pelaku illegal fishing juga sering terganjal
pada tahap pembuktian dan proses peradilan. Tidak sedikit kasus terhenti karena
lemahnya barang bukti yang tidak dapat dibuktikan secara langsung. Kapal yang
digunakan pelaku terkadang tidak dapat ditahan atau disita akibat keterbatasan
tempat penampungan, kondisi pasang surut air yang menyulitkan, maupun alasan
administratif lainnya. Akibatnya, banyak pelaku illegal fishing tidak menerima
hukuman yang sepadan dengan kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan. Di luar

kendala hukum dan teknis, terdapat pula persoalan sosial yang menyertai

" Milik Dinas et al./ Milik Dinas Bahan Ajar ( Hanjar ) Navigasi Darat,2020.. Bagian
Kurikulum dan Hanjar Pendidikan dan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Polri Tahun 2021 him 31.

8 Tugas Polisi Perairan, TUGAS POLISI PERAIRAN, n.d.,HLM 39-55.



penegakan hukum illegal fishing di sejumlah daerah, penggunaan alat tangkap
ilegal masih dianggap wajar bahkan dipandang sebagai kebiasaan turun-temurun.’

Fakta ini menunjukkan perlunya pendekatan terhadap masyarakat yang
tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan persuasif, guna
menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem dan
sumber daya laut. Pemberantasan illegal fishing perlu dilakukan melalui
pendekatan yang komprehensif dan melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku
kepentingan, dengan tetap menyeimbangkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi.
Secara hukum, penangkapan ikan secara ilegal mencakup seluruh bentuk kegiatan
memperoleh sumber daya laut dari perairan alami tanpa proses budidaya, dengan
cara atau alat apa pun, termasuk penggunaan kapal untuk memuat, mengangkut,

menyimpan, menangkap, mengolah, maupun mengawetkan hasil tangkapan.®

Penelitian ini dipandang penting untuk dilakukan karena diharapkan dapat
menyumbangkan pemikiran bagi lembaga terkait, khususnya Polairud Sumatera
Selatan, agar ke depan tindakan terhadap pelaku illegal fishing dapat diterapkan
secara lebih tegas. Sanksi yang tepat sasaran diharapkan mampu menciptakan efek
jera sekaligus mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Berangkat dari persoalan tersebut, penulis tertarik mengkaji praktik
penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing yang dilakukan tanpa

kewenangan resmi. Topik ini dinilai penting karena berkaitan langsung dengan

% Elvinda Rima Harliza and Tomy Michael, “Penegakan Hukum Illegal Fishing,” Mimbar
Keadilan 13, no. 1 (2020): 120-30, https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.3054.HLM 3

10 Handoyo et al., “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing Di
Perairan Natuna Kepulauan Riau Di Dunia . Karimah Tauhid 3, no. 3 (2024): 3564-82.



efektivitas penegakan hukum serta upaya menjaga ketertiban dan keamanan di
wilayah perairan. Atas dasar itu, penelitian ini diberi judul “Penegakan Hukum
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Hukum Perairan

Sumatera Selatan.”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing di
wilayah Sumatera Selatan?

2. Apakah yang menjadi upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak

pidana illegal fishing di wilayah perairan Sumatera Selatan?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Kajian dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan ilmu hukum
terhadap praktik illegal fishing di wilayah perairan Sumatera Selatan, dengan titik
berat pada peran dan upaya Polairud Sumatera Selatan. Pembahasan tidak
mendalami  aspek ekonomi perikanan secara rinci, melainkan lebih

menitikberatkan pada sisi yuridis dan implementasi hukum pidananya.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dan manfat penelitian:

1. Memahami serta menganalisis proses penegakan hukum yang
berlangsung di wilayah perairan Sumatera Selatan.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat
penegakan hukum terhadap kasus pidana illegal fishing di wilayah

hukum Polairud Sumatera Selatan.



Manfaat penelitian:

1. Teoritis : memperluas wawasan dan ilmu hukum pidana terkait tindak
pidana perikanan serta upaya penanggulangannya di Indonesia,
khususnya di wilayah Polairud Sumatera Selatan.

2. Praktis : hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi aparat
dan pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan
hukum, sekaligus menumbuhkan kesadaran nelayan untuk menjaga
kelestarian sumber daya laut.

KERANGKA KONSEPTUAL

Agar pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami secara
sistematis, terarah, dan runtut, penulis terlebih dahulu menjabarkan
sejumlah definisi operasional dari istilah-istilah yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah rangkaian langkah  untuk
merealisasikan norma hukum yang berlaku agar dapat diterapkan
secara nyata dalam kehidupan masyarakat, sehingga kehendak yang
terkandung dalam hukum dapat terwujud dan dipatuhi. Masyarakat
Indonesia semakin menginginkan sistem hukum yang berwibawa,
mampu mewujudkan keadilan dan ketenteraman bagi semua pihak.
Secara umum, penegakan hukum dapat dimaknai sebagai upaya

menjalankan hukum sesuai aturan yang berlaku, disertai pengawasan



agar penerapannya tidak menyimpang dari Kketentuan, serta
memulihkan hukum yang telah dilanggar demi tegaknya keadilan.**
2. Pelaku Tindak Pidana
Pelaku tindak pidana adalah pihak baik individu maupun badan
hukum (korporasi) yang melakukan perbuatan kejahatan. Dalam
illegal fishing, pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang tidak
hanya bersifat ekonomi bagi negara, tetapi juga merusak ekosistem
laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Pelaku
biasanya memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan
untuk menjalankan aktivitas ilegalnya.*?
3. llegal fishing
Penangkapan ikan secara ilegal merupakan salah satu bentuk
pelanggaran hukum di sektor perikanan, yang pelakunya dapat dikenai
hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum
berfungsi sebagai instrumen pengendali guna mencegah pelanggaran
yang dapat mengganggu keseimbangan sistem pengelolaan perikanan.
Sifat hukum yang mengikat dan memaksa menjadikannya sarana
perlindungan kepentingan umum, sejalan dengan prinsip Pasal 33

UUD 1945 yang selanjutnya dijabarkan dalam undang-undang

! Fadhlin Ade Candra et al., “Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di
Indonesia The Role of Law Enforcers in Law Enforcement in Indonesia,” Edu Society:
Jurnal Pendidikan, Iimu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat him 1, no. 1 (2021):
41-50.

12 Moch Iqgbal, Illegal Fishing Sebagai Kejahatan Korporasi Suatu Terobosan Hukum Pidana
Dalam Mengadili Kejahatan, Jurnal Hukum Dan Peradilan him 3, no. 3 (2012): 417, .



perikanan sebagai landasan pengelolaan sumber daya kelautan yang
berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Wilayah hukum
Wilayah hukum merupakan unsur esensial dan konstitutif dalam
pembentukan suatu negara menurut hukum internasional, karena
suatu negara tidak dapat eksis tanpa batas kekuasaan yang jelas.
Wilayah ini meliputi daratan, perairan, dan udara di bawah yurisdiksi
serta kedaulatan negara, tempat negara menjalankan kedaulatan
tertinggi atas orang dan benda di dalamnya, termasuk hak untuk
mengatur, mengelola, dan melindungi kepentingan nasional.™

5. Perairan Sumatera Selatan
Perairan Sumatera Selatan adalah wilayah perairan yang berada dalam
Provinsi Sumatera Selatan, mencakup sungai, rawa, muara, hingga
perairan pesisir yang berperan penting bagi transportasi, perikanan,
dan perekonomian daerah. Sungai Musi, yang mengalir melintasi
Palembang, menjadi jalur transportasi air utama sekaligus sumber
penghidupan bagi nelayan dan pedagang di sepanjang alirannya.
Kawasan pesisir yang terhubung dengan Selat Bangka, khususnya di
Sungsang, juga dikenal sebagai sentra potensi perikanan dan aktivitas

nelayan. Besarnya potensi sumber daya perikanan ini membuat

kawasan tersebut rawan terhadap pelanggaran hukum seperti illegal

13 Asiyah Jamilah and Hari Sutra Disemadi, Penegakan Hukum lllegal Fishing Dalam
Perspektif UNCLOS 1982, Mulawarman Law Review him 5, no. 1 (2020): 29-46,

14 Johny Rende, “Wilayah Negara Sebagai Salah Satu Unsur Esensial Menurut Hukum
Internasional,”hlm 4 2003, 234-36.
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fishing, sehingga pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat

terkait sangat diperlukan demi kelestarian sumber daya perikanan dan

ketertiban di wilayah perairan tersebut.'®

REVIEW STUDI TERDAHULU

Bagian ini menyajikan ulasan atas penelitian-penelitian terdahulu yang

relevan, baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan tema

penelitian ini. Ulasan tersebut menunjukkan bagaimana hasil-hasil penelitian

sebelumnya menjadi landasan bagi penulis sekaligus membuka ruang untuk

mengisi celah penelitian yang belum terjawab, sehingga penelitian ini dapat

memberikan kontribusi baru bagi kajian di bidang terkait.

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan

NO

JUDUL

PENULIS

TAHUN

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan
fungdih  direktorat
kepolisian perairan

daerah Sulawesi
selatan dalam
penegakan  tindak
pidana illegal
fishing di wilayah
perairan  Sulawesi
selatan

Haeril,Ruslan
renggong,yulia.
,hasan

2023

Penegakan hokum di
wilayah ditpolair polda
Sulawesi selatan kurang

efektif. Terdapat
pengulangan tindak
pidana yang hanya
mendapatkan sanksi
adminitratif. Banyak
kendala dalam
penyelesaian proses
hokum.(vol 5 no 2)

2023 indonesia journal
of legality of law juni

15

Yuanita Windusari and Permata Sari, “Kualitas Perairan Sungai Musi Di Kota

Palembang Sumatera Selatan Water Quality of Musi River at Palembang City South

Sumatera” 1, no. 1 (2021): 1-5.
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2023
Penegakan hukum Fauzi irgi 2021 Penegakan hukum
terhadap pelaku hasibuan terhadap illegal fishing
tindak pidana illegal diatur dalam UU no 45
fishing di wilayah tahun 2009 jo.UU no 31
kerja kejaksaan tahun 2004 namun
negri Serdang pelaksanaannya belum
begadai efektif karena
keterbatasan
sarana,tumpeng
tindihnya kewenangan
dan hukum masyarakat
penulis
merekomendasikan
peningkatan koordinasi
antar penegak hukum
dan revisi uu
perikanan agar lebih
optimal.
penegakan  hukum | Muhammad 2019 Skripsi yang membahas
pencegahan tindak | Yusuf Arafah hambatan penanganan
pidana di bidangnya tindak pidana
perikanan oleh penangkapan ikan ilegal
penyidik  pegawai di wilayah Sumsel —
negeri  sipil  di termasuk masalah bukti,
wilayah hukum koordinasi antar-
Sumatera Selatan institusi, dan
keterbatasan sarana
patroli. Sangat berguna
sebagai studi  kasus

lokal (Polda/Polairud)
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METODE PENELITIAN

1.

Jenis penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris
(empirical legal research) untuk memahami pelaksanaan proses
hukum terhadap pelaku illegal fishing di kawasan perairan Sumatera
Selatan sekaligus menganalisis faktor-faktor penghambatnya. Dengan
pendekatan deskriptif, penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis,
melainkan menggambarkan realitas hukum yang terjadi di
masyarakat.'®
Sumber Data
Penelitian lapangan (field research) menjadi sumber informasi

utama dalam studi ini, didukung bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier untuk mendukung analisis atas permasalahan yang dikaji,
melalui teknik wawancara, observasi, dan pengumpulan data di
lapangan. Data tersebut juga dilengkapi dengan kajian pustaka (library
research).
Metode Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui sejumlah metode sebagai berikut:
a. Penelitian Lapangan (field Research)

Data primer dalam penelitian lapangan diperoleh melalui

observasi langsung dan wawancara yang melibatkan aparat terkait

serta warga di sekitar wilayah pesisir, di antaranya:

16 Adawiyah Nasution,implemetasi penegakan hukum illegal fishing dalam konsep hukum
internasional him 4. 2020, 340-51.
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-Aparat polairud
-Warga disekitar pesisir dan juga nelayan.
b. Data Pustaka

Metode kepustakaan dilakukan dengan menelaah dan
mempelajari berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan
permasalahan penelitian, mencakup bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier yang menjadi dasar teoritis maupun rujukan
normatif dalam analisis. Melalui kajian pustaka ini, penulis dapat
memahami landasan hukum, regulasi, dan literatur terkait
sehingga analisis penelitian menjadi lebih komprehensif dan

mendalam.

4. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan menelaah data dan informasi
yang diperoleh, termasuk hasil wawancara dengan pihak terkait dan
aparat Dit Polairud, secara kualitatif dan deskriptif. Metode ini
mencakup pengelompokan dan penyeleksian data untuk memastikan
keakuratan dan mutu informasi, sehingga analisis dilakukan secara
sistematis mulai dari pengelompokan, penyeleksian, hingga
pengintegrasian temuan lapangan dengan landasan teori dan regulasi

yang relevan.*’

" Bab 1ii and A Jenis Penelitian, “Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme
Penelitian Hukum Empiris & Normatif , Pustaka Pelajar, HIm.280 , HIm. 161.,” n.d.
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H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB | LATAR BELAKANG

Pada bagian ini akan dirumuskan tentang alasan timbulnya masalah
,perumusan  masalah,tujuan  dan  manfaat  penelitian,kerangka
konseptual,tinjauan terhadap studi-studi terdahulu yang relevan,metode

penelitian,serta urutan sistematikan penulisan karya ilmiah ini.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini membahas pengertian tindak pidana, penegakan hukum, illegal
fishing, tindak pidana illegal fishing, serta peran Polairud di Sumatera

Selatan.

BAB Il PEMBAHASAN

Bagian ini berisi kajian yang fokus pada Upaya penegak hukum terhadap
pelaku penangkapan ikan illegal di Kawasan perairan Sumatera Selatan .
dan juga membahas faktor penghambat penerapan hukum bagi pelaku
kegiatan penangkapan ikan tanpa izin di perairan yang termasuk wilayah

hukum Sumatera Selatan.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini penulis menyimpulkan hasil-hasi; penelitian dan pembahasan
yang telah dilakukan,serta memberikan saran yang diharapkan berguna
untuk perbaikan penegakan hukum tindak pidana illegal fishing di

Sumatera Selatan.
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